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Abstract: Validity of Maslahah Mursalah as a Source of Law. Sharia in the legal perspective is
God’s laws contained in the Quran and Sunnah. However, the legal aspects contained in these
two sources are not in details but rather in general guidelines that require interpretation in its
formulation or implicitly stated so that it is necessary to have logic or ratio in the form of ijtihad
to understand them. Then notions that discussed and elaborated the basics of religious moral law
in the legal goals or intentions of legislation (magdsid al-syari*ah) occurred as attempts to create
the foundation of a rational, moral and spiritual of the Islamic legal system. Mashilihul mursalab is
the results of the ulama’s ijtihad in implementing magdsid al-syari*ah as a way out from the arising
deadlock problems with no clear guidance from either the texts of Qur’an or hadith.
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Abstrak: Validitas Maslabah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. Syari'ah dalam perspekeif
hukum merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Namun aspek-
aspek hukum yang dikandung kedua sumber tersebut tidaklah memberikan peraturan yang rinci
melainkan berbentuk pedoman umum dan global yang memerlukan interpretasi dalam penjabarannya
atau bersifat implisit sehingga diperlukan intervensi nalar atau rasio dalam bentuk ijtihad untuk
memahaminya. Kemudian berkembanglah suatu pemikiran yang membahas dan memperinci dasar-
dasar moral keagamaan dari hukum di antara tujuan-tujuan hukum atau intensi legislasi (maqdsid
al-syari’ ah) sebagai upaya untuk menciptakan pondasi rasional, moral dan spiritual dari sistem hukum
Islam. Mashélibul mursalah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam mengimplementasikan maqisid
al-syari’ah sebagai upaya keluar dari kebuntuan suatu permasalahan yang timbul namun secara gathiy
tidak terdapat petunjuk yang jelas dari nas baik Alquran maupun hadits.

Kata Kunci: sumber hukum Islam, 7tihdd, kemaslahatan

Pendahuluan

Metode maslabah mursalah (istislah),’ yang
dipahami sebagai kemaslahatan, tidak men-
dapat legalitas khusus dari nas tentang

keberlakuan dan ketidakberlakuannya, karena

tidak ter-cover secara eksplisit dalam Alquran

' Al-maslapah al-mursalah disebut juga dengan al-mundsib
al-mursalah, maknanya tetap sama. Lihat Saif al-Din Abi al-
Hasan ‘Ali ibn Abi ‘Ali ibn Muhammad al-Amidi, al-lhkim fi
Ustil al-Abkdam, (Bayrit: Dar al-Fikr, 1996), h. 309.
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dan Sunnah,” telah diterapkan jauh sebelum
eranya al-Syatibi yang dianggap sebagai
bidannya magdsid al-syari’ah dalam kajian
ushul figh. Sebagai parameternya adalah
dengan melihat kemungkinan kemaslahatan
dan kemafsadatan yang akan timbul, lalu
ditarik kesimpulan hukum.

2 Abtt Himid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad

al-Ghazali, al-Manhil min Taliqit al-Usil, (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1980), h. 355.
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Maslabhah mursalah dianggap sebagai
pertimbangan bagi agenda kemanusiaan
dalam hukum, untuk memelihara lima
hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta.’ Atau disebut juga sebagai sifat
yang melekat pada struktur hukum berupa
upaya untuk mengambil hal positif dan
meninggalkan yang negatif bagi manusia,
nyata maupun tersembunyi dalam pandangan
manusia.* Metode istislih ini sangat mirip
dengan konsep kebijakan umum (public
policy) dan kebijakan hukum (#he policy of

the law) dalam terminologi Barat.’

Penempatan maslabah mursalah sebagai
sumber hukum sekunder atau sebagai metode
istinbdt hukum, menjadikan hukum Islam
itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam
ditunjukan dengan aplikasi lokal, artinya
dapat diterapkan pada setiap ruang dan
waktu di segala bidang sosial. Tentu yang
dimaksud adalah dalam lapangan muamalah
dan adat dan bukan lapangan ibadat.

Teori kritis hukum Islam sangat me-
nyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat
relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh
spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya
didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego
semata. Untuk mengeliminasikan relativitas
maslabah, al-Syitibl telah menetapkan
beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan
verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut,
di antaranya:

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan
dengan intensi legislasi dan tidak me-
nyalahi prinsip dasar penetapan hukum
dalam Islam

2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional,
pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi

3> Abdullah Ahmed an-Naim, Dekonstruksi Syari*ah, Alih
Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1994), h. 51.

* ‘Abd al-Halim ‘Uways, Figih Statis dan Figih Dinamis,
A. Zarkasiy Chumaidy (pent.), (Bandung: Pustaka Hidayah,
1998), h. 144.

> S. G. Vesey- Fitzgerald, “ Nature and Sources of Sharia”,
dalam Majid Khadduri dan Herber Licbesny (ed.), Law in the
Middle East, (Washington D. C.: Middle East Institute, 1955),
h. 101.

dan spekulatif manusia semata

3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi
terhadap kebutuhan esensial dan me-
ngeliminasikan kesulitan-kesulitan agama®

Mengamati persyaratan yang dikemuka-
kan al-Syatibi di atas, khususnya poin
pertama bahwa kemaslahatan yang menjadi
objek metode maslahah mursalah harus sesuai
dan tidak boleh bertentangan dengan intensi
legislasi. Hal ini memberikan indikasi bahwa
konsep intensi legislasi secara aplikatif-
aktual memiliki keterkaitan dengan metode
maslabah mursalah, meskipun secara teoritis
keduanya merupakan dua metode yang
berbeda dan terpisah antara yang satu dengan
yang lainnya.

Berangkat dari realitas itulah penulis
ingin melihat validitas maslabah mursalah
sebagai sumber hukum karena sejauh ini
terdapat perbedaan sikap para ulama dalam
menempatkan maslahah mursalah sebagai
sumber hukum dalam Islam karena di-
khawatirkan penggunaan maslabah mursalah
sebagai sumber hukum akan ditunggangi hawa
nafsu dan kepentingan sesaat. Melalui tulisan
ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman
yang utuh dari maslahah mursalah tersebut.

Pengertian Maslahah Mursalah

Maslabah mursalah merupakan kata-kata yang
diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk
sifat-mausif, terdiri dari dua kata, yaitu
maslabab dan mursalah. Sebelum diuraikan
pengertian maslabah mursalah secara khusus,
terlebih dahulu dilihat pengertian maslabah

se€cara umum.

Secara etimologis, maslabah berasal dari
kata salaha yang berarti baik.” Kata itu

¢ Al-Syatibi, al-I'tisdm, 11 (Riyad: Maktabah al-Riyidah
al-Hadisah, tt.), h. 129-33; Bandingkan dengan Muhammad
Abti Zahrah, Usil al-Figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), h.
279-80.

7 Louis Malaf, al-Munjid fi al- Lughah wa al- A'lim,
(Bayrtit: Dar al-Masyriq, 1986), h. 432; Bandingkan dengan
Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qiib al-Fairuz Abadi, a/-Qémiis
al-Mubit, (BayrGt: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 293; Lihat
juga Tbrahim ‘Uwaeis, dkk, A-Mujam al-Wasit, T (Surabaya:
Ankasa, t.t.), h. 520.
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ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu
atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi,
benar adil, saleh dan jujur. Atau secara
alternatif untuk menunjukkan keadaan yang
mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Dalam pengertian rasionalnya, maslahah
berarti sebab, cara atau tujuan yang baik.
Maslabah dapat juga dikatakan sebagai suatu
permasalahan atau bagian dari suatu urusan
yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu
untuk kebaikan.® Bentuk jamaknya adalah
masilih dan biasanya kata tersebut dibedakan
secara dikotomis-antagonistik dengan kata
mafsadah (jamaknya mafsadit), yang berarti
buruk atau rusak,’ dan terkadang dilawankan
dengan kata sayyi'ah (keburukan).'

Dalam Alquran kata jadian dari akar
kata salaha memang sering dipergunakan,
tetapi dalam bentuk maslabah tidak didapati
penggunaannya. Namun yang paling sering
dipakai adalah kata sdlib - participle aktif
atau f4il dari kata salaba. Misalnya firman
Allah dalam surat Ali ‘Imran [3] ayat 114.

<
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Mereka beriman kepada Allah dan hari
penghabisan, mereka menyurub kepada yang
ma’ruf, dan mencegah dari yang Munkar
dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai
kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang

yang saleh. (Q.s. Ali Imran [3]: 114)

Sementara itu, secara terminologis ter-
dapat beberapa rumusan yang dikemukakan
kalangan intelektual hukum Islam tentang
makna maslapah. Walaupun antara satu

¢ Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan
Perubahan Sosial, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al
Ikhlas, 1995), h. 153.

? Louis Malof, al-Munjid fi al- Lughah wa al- A lim, h.
583; Bandingkan dengan Majd al-Din Muhammad ibn Ya'q(ib
al-Fairuz Abadi, a/-Qamiis al-Mubiz, h. 391; Lihat juga Ibrahim
‘Uwaeis, dkk. Al-Mujam al-Wasit, 11, h. 688.

10 Raghib al-Isfahdni, al-Mufradit fi al-Ghirib al-Qur'in,
(Karachi: Tijarat Kutub, 1961), h. 286.

dengan yang lainnya diungkapkan dengan
redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan
esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya,
maslabah adalah mengambil manfaat dan
menolak kemudaratan atau kemafsadatan,
dalam rangka memelihara tujuan Legislator."!

Selanjutnya dilihat dari substansi dan
eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual
hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan
tersebut menjadi tiga kategori, yaitu maslahah
mutabarah,"* maslabah mulghah® dan maslabah
mursalah.

Kata mursalah merupakan participle pasif
atau ism al-maf 74l dari kata arsala yang kata
kerja (f2')) suldsi-nya berbentuk rasala. Secara
etimologis mursalah berarti mutlagah,"* yang
berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata
maslabah mursalah dalam beberapa literatur
disebutkan dengan maslahah mutlagah dan
ada juga yang menyebutnya dengan mundsib
mursal, bahkan ada juga yang menyebutnya
dengan istilah iszislah.”

Dengan demikian jika kedua kata ter-
sebut disandingkan dalam bentuk maslahah
mursalah atau al-maslabab al-mursalah,
dalam bentuk atau sebagai sifat-mausif,
maksudnya adalah terlepas atau bebas dari
keterangan yang menunjukkan boleh atau

tidak bolehnya dilakukan.'®

" Ab& Himid Muhammad ibn Muhammad ibn Muham-
mad al-Ghazili, al-Mustasfi min ‘llm al-Usil, 1 (Baghdad:
Musanni, 1970), h. 286.

2 Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang ter-
cover secara tekstual dalam 7as. Atau kemaslahatan yang diakui
validitasnya oleh Legislator dan terdapat dalil yang jelas untuk
memlihara dan memproteksinya. Lihat Muhammad al-S¥id
‘Ali ‘Abd al-Rabth, Bubis fi Adillah al-Mukhtalaf fihd ‘inda
Usiiliyyin, (Mishr: Matba’ah al-Sa4dah, 1980), h. 95.

5 Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak
otoritas dan validitas oleh syara, karena bertentangan dengan
ketentuan syara’. Lihat Nasroen Haroen, Usil Figh, (Jakarta:
Logos Publishing House, 1996), h. 119.

" Louis Maltf, al-Munjid fi al- Lughah wa al- A*lim, h.
259; Bandingkan dengan Majd al-Din Muhammad ibn Ya'q{ib
al-Fairuzbadi, al-Qdmiis al-Mubit, h. 293; Lihat juga Ibrahim
Uwaeis, dkk. A-Mujam al-Wasit, 1, h. 344.

15 Ibn al-Qayyim menyebutkan istiskih sebagai hasil deduksi
logis terhadap sekumpulan 7as, bukan dari 7as yang rinci, seperti
yang berlaku pada qiyas. Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, IZim
al-Muwagqqi'in, 111, (Bayrat: Dar al-Fikr, 1977), h. 14.

' Amir Syarifuddin, Usi/ Figh II, (Jakarta, PT. Logos
‘Wacana Ilmu, 1999), h. 332.
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Secara definitif dapat dipahami bahwa
maslahah mursalah merupakan sebuah
metode istinbdt hukum (legal theory) yang
didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak
mendapat legalitas khusus dari nash tentang
validitasnya atau tidak terdapat juga dalil
yang secara tegas dan jelas menyatakan
ketidakvaliditasannya.

Untuk itu Imim al-Ghazali meng-
klasifikasikan istislih atau maslabah mursalah
sejajar dengan istihsin di antara metode
penalaran yang mempunyai validitas tidak
sama seperti yang dimiliki qiyés. Sehingga ia
menyebutkan metode ini dengan istilah “usz/
al-mafhiimah’, yaitu prinsip-prinsip di mana
para intelektual Islam lebih menyandarkan
dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya
ketimbang pada hadis."”

Kemudian sebagian intelektual Islam
mempolarisasi kemaslahatan dalam bentuk
ini menjadi dua yaitu al-maslahab al-gharibah
dan al-maslabab al-mursalah. Al-maslabab al-
gharibah yaitu kemaslahatan yang asing atau
kemaslahatan yang sama sekali tidak terdapat
dukungan syara’, baik secara rinci maupun
secara umum. Namun para intelektual Islam
tidak mampu memberikan contohnya, bahkan
al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip Nasrun
Haroen mengatakan kemaslahatan seperti ini
tidak ditemukan dalam praktik, meskipun
ada dalam teori. Sedangkan al-maslahah
al-mursalah merupakan kemaslahatan yang
tidak didukung dalil syara” atau nash yang
rinci, akan tetapi didukung oleh sekumpulan
makna nash (ayat atau hadis).'®

Dari beberapa definisi di atas dapat
ditarik benang merah tentang unsur atau
hakikat maslabah mursalah tersebut yang
terdiri atas:

1. Kemaslahatan itu merupakan sesuatu
yang baik menurut akal, dengan per-
timbangan dapat mewujudkan kebaikan
(kemaslahatan) atau menghindarkan
keburukan (kemudaratan) bagi manusia;

7 Imam al-Ghazali, al-Mustasfé min Thn al-Usil, 11, h. 274.
'8 Nasrun Haroen, Usél Figh, h.119.

2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang
baik dan yang buruk tersebut sesuai
dengan tujuan umum pelembagaan
hukum Islam (maqésid al-syari’abh);

3. Yang baik menurut akal dan sejalan
dengan intensi legislasi tidak mendapat
legalitas secara eksplisit dari Legislator
untuk menolak dan menerimanya."

Landasan Yuridis Maslahah Mursalah

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa
pelembagaan hukum Islam untuk me-
realisasikan kemaslahatan manusia, yaitu
untuk meraih kemanfaatan, sekaligus
untuk menolak timbulnya kemudaratan,
juga untuk melepaskan diri dari beraneka
ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan
manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu,
karena sesuatu yang dipandang mengandung
maslabah saat ini belum tentu dipandang
maslabah pada masa dulu atau masa datang.
Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang
dianggap maslahah oleh seseorang belum
tentu dianggap maslabah juga oleh orang
lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif
sekali dan menuntut terjadinya perubahan,
jika manusia, lingkungan dan situasi (masa)
menghendaki terjadinya perubahan, sesuai
dengan kaidah;

2 2SaVly OV oz pSSY) s

Untuk itu, jumhur (mayoritas) intelekeual
Islam berpendapat bahwa maslabah mursalah
dapat dijadikan Aujjah dalam melakukan
istinbdt hukum selama tidak ditemukan nash
(Alquran dan Sunnah) tentang itu, atau
ijmak (konsensus) ulama, qiyas (analogi)
dan istibsin.*!

Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang
menuntut penyelesaian status hukumnya,
pertama-tama intelektual hukum Islam
harus melacak dan mengidentifikasinya

! Amir Syarifuddin, Usil Figh, h. 334.

2 Al-Syaikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa,
Syarh al-Qawd’id al-Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1357
H./1938 M.), h. 227.

21 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, 7/m Usil al-Figh, h. 85.
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dalam nash (Alquran dan Sunnah), jika di-
temukan hukumnya maka diamalkan sesuai
dengan ketentuan nash tersebut, jika tidak
maka diidentifikasi apakah ada ditemukan
konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya,
jika konsensus ulama tidak ditemukan maka
digunakan qiyas, dengan menganalogikannya
dengan peristiwa yang sejenis. Jika qiyas juga
tidak mampu menyelesaikan masalah maka
diterapkan metode #stipsan. Akhirnya, jika
istipsdn tidak bisa menyelesaikannya maka
digunakan maslahbah mursalah.

Adapun landasan yuridis untuk me-
nerapkan metode maslahah mursalah ini
sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil
aqli (rasio), yaitu;

1. Para sahabat telah menghimpun Alquran
dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan
karena khawatir Alquran bisa hilang.
Sementara perintah dan larangan Nabi
Saw. tentang hal itu tidak ditemukan.
Sehingga upaya pengumpulan Alquran
tersebut dilakukan semata-mata demi
kemaslahatan. Dengan demikian dalam
tataran praktis para sahabat telah me-
nerapkan maslabah mursalah, meski-
pun secara teknis istilah tersebut belum
melembaga saat itu.”

2. Para sahabat menggunakan maslahah

mursalah sesuai dengan tujuan syara’

(al-mald*imah li magqésid al-syiri),
sehingga harus diamalkan sesuai
dengan tujuannya tersebut. Jika me-
ngesampingkannya berarti telah menge-
sampingkan tujuan syara’ dan hal itu jelas
termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas
dilarang. Oleh karena itu, berpegang
pada maslahat adalah kewajiban, karena
maslahat merupakan pegangan pokok
yang berdiri sendiri dan tidak keluar
dari pegangan-pegangan pokok lainnya.”
3. Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah
untuk merealisir kemaslahatan. Sementara
kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan

2 Muhammad Abt Zahrah, Usil Figh, h. 280.
» Muhammad Abt Zahrah, Usil Figh, h. 280.

senantiasa berubah, sesuai dengan situasi
dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan
tersebut tidak dicermati secara seksama
dan tidak direspon dengan ketetapan
yang sesuai—kecuali hanya terpaku
pada dalil yang mengakuinya—niscaya
kemaslahatan tersebut akan hilang dari
kehidupan manusia, serta akan statis-
lah pertumbuhan hukum. Sementara
sikap yang tidak memperhatikan per-
kembangan maslahat tidak seirama dan
sejalan dengan intensi legislasi.**

Dengan demikian nyatalah, landasan
yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas
kehidupan sosial, di mana syariat Islam
dalam pelbagai peraturan dan hukumnya
mengarah kepada terwujudnya kemaslahat-
an, yaitu apa yang menjadi kepentingan
dan apa yang dibutuhkan manusia dalam
kehidupannya di permukaan bumi ini.
Maka upaya merealisir kemaslahatan dan
mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang
sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan
dalam setiap segmen kehidupan manusia
dan secara jelas diatur dalam syariat yang
diturunkan Allah Swt. kepada semua rasul-
nya, schingga hal ini menjadi sasaran utama
hukum Islam.”

Penempatan kemaslahatan ini sebagai
sumber hukum sekunder, menjadikan hukum
Islam luwes dan fleksibel, sehingga dapat di-
implementasikan dalam setiap kurun waktu,
di setiap lingkungan sosial komunitasnya.
Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup
penerapan hukum maslahab ini terbatas pada
bidang mu’amalah,’® sepanjang masalah
itu reasonable maka penelusuran terhadap
masalah-masalah mu’amalah menjadi urgen.
Maslahah mursalah tidak dapat diterapkan
dan menjangkau bidang-bidang ibadat,

# Zaki al-Din Sya'ban, Usil al-Figh al-Islimi, (Mishr: Dar
al-Ta'lif, 1965), h. 176.

» Ali Yafie, "Konsep Istihsin, Istislah, Istishab dan
Maslahat al-Ammah”, dalam Budi Munawar Rahman (ed.),
Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Yayasan
‘Wakaf Paramadina, 1994), h. 365.

% Ali Yafie, Konsep Istihsan Istislih, Istishib dan Maslahar
al-Ammah”, h. 365.
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karena lapangan ibadat menjadi hak prerogatif
Allah Swr.

Persyaratan Maslahah Mursalah

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi
manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu
yang dipandang maslahah oleh seseorang atau
kelompok tertentu, belum tentu dipandang
maslabah juga bagi orang atau kelompok
lainnya. Demikian juga dalam menentukan
dan menarik garis batas antara kemaslahatan
hakiki dan yang kamuflase. Seseorang sering
terjebak dengan menganggap itulah ke-
maslahatan hakiki, padahal itu hanyalah
kemaslahatan kamuflase yang dibungkus
dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang
pada awalnya dilihat mengandung maslahab,
akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk
mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria-
kriteria tertentu dalam memuverifikasinya.

Para intelektual hukum Islam—khususnya
yang ber-hujjah dengan maslahah mursalah—
telah memberikan kriteria-kriteria tertentu
dalam memverifikasi mana yang dipandang
maslahah dan mana yang tidak. Hal ini
mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan
kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh
spekulatif manusia yang hanya berdasarkan
hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam
nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan
verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut.
Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya,
sebagaimana pandangan Imam Malik* yang
direduksi oleh al-Syatibi, terdiri dari;

1. Kemaslahatan tersebut harus reasonable
(ma'qilat) dan relevan dengan kasus
hukum yang dihadapi;

2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi b/ue
print dalam memelihara sesuatu yang
prinsip dalam kehidupan dan meng-
hilangkan kesulitan (masyaqqir) dan
kemudaratan;

3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan
dengan intensi legislasi dan tidak boleh

7 Abt Ishaq al-Syatibi, al-Itisim, 11, h. 364-7.

bertentangan dengan dalil syara’ yang

qati.

Sedangkan Imim al-Ghazali*® telah
menetapkan argumentasi yang mendasari
statemennya, agar maslabah mursalah atau
istisldh dapat menjadi dalil dalam #stinbir
hukum harus memenuhi syarat-syarat di
bawah ini, yaitu;

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam
tingkatan atau kategori kebutuhan pokok
(dariiriyydz). Artinya, untuk menetap-
kan suatu maslabah tingkatannya harus
diperhatikan, apakah akan menghancur-
kan atau merusak lima unsur pokok
(al-usitl al-khamsah) tersebut atau tidak;

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat
pasti dan tidak boleh disandarkan pada
dugaan (zan) semata-mata. Artinya,
harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-
benar mengandung kemaslahatan;

3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat
universal, yaitu kemaslahatan yang
berlaku secara umum dan untuk ke-
pentingan kolektif, sechingga tidak boleh
bersifat individual dan parsial;

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan
dengan intensi legislasi hukum Islam.

Dengan redaksi yang berbeda tetapi
esensi dan substansi hampir sama ‘Abd al-
Wahhab Khallaf* merangkum syarat-syarat
maslapah dapat dijadikan hujjah, yaitu;

1. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak
boleh didasarkan pada prediksi (wahm).?°
Artinya, dalam mengambil kemaslahatan
tersebut harus mempertimbangkan juga
kemudaratan yang akan ditimbulkannya.
Kalau mengabaikan kemudaratan
yang akan ditimbulkannya, berarti
kemaslahatan itu dibina atas dasar
wahm. Misalnya upaya merampas hak

% Imam al-Ghazali, al-Mustasfi min Thn al-Usil, h. 253-9.

2 ‘Abd al-Wahhab Khallf, Ilm Usil al-Figh, h. 86-7.

3% Wahm merupakan prediksi yang lebih besar kemungkinan
salah dan kelirunya, serta jauh dari kebenaran, sehingga tidak
dipakai sebagai pertimbangan hukum. Lihat ‘Ali Ahmad al-Nadwi,
al-Qawd’id al-Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), h. 417.
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talak suami, dengan melimpahkannya
pada hakim dalam setiap kondisi;

2. Kemaslahatan itu harus berlaku secara
universal atau untuk semua lapisan
dan bukan untuk orang perorang atau
untuk kelompok tertentu saja (parsial).
Artinya, kemaslahatan tersebut untuk
kepentingan mayoritas manusia atau
untuk menghindarkan mayoritas umat
dari kesulitan dan kemudaratan;

3. Pelembagaan hukum atas dasar ke-
maslahatan (maslabah mursalah) tidak
boleh bertentangan dengan tata hukum
dan dasar-dasar penetapan nas (Alquran
dan Sunnah) dan ijmak.’’

Persyaratan atau kriteria yang diberikan
para ulama tersebut di atas mengindikaskan
bahwa para ulama yang menerima dan
menerapkan maslabah mursalah sebagai
dalil istinbar hukum (legal theory) dengan
sikap yang cukup berhati-hati dalam meng-
implementasikannya dalam tataran praktis.
Sikap kehati-hatian ini diindikasikan dengan
memberikan persyaratan dan kriteria
yang ketat terhadap kemaslahatan yang
dapat diterima sebagai basis dan landasan
teoritisnya.

Meskipun begitu, menerapkan maslahah
mursalah sebagai metode penggalian hukum
terhadap pelbagai problematika yang timbul
dalam masyarakat dipandang sebagai sikap
yang berani, khususnya dalam menetapkan
hukum terhadap suatu kasus yang pada saat
itu tidak ditemukan petunjuk dalil atau
nas (Alquran dan Sunnah), tentang status
hukumnya. Meskipun hal itu dikehendaki
dan dibutuhkan masyarakat.

' Tentang masalah ini ‘Abd al-Wahhab Khallaf mendukung
fatwa Yahy4 ibn Yahy4 al-Laisi, seorang fitgqahi" Spanyol, yang
menetapkan hukuman kifirit bagi penguasa setempat yang
melakukan hubungan suami-istri di siang hari bulan ramadan
dengan puasa dua bulan berturut-turut. Karena kifirir dalam
bentuk memerdekakan budak atau memberi makan fakir
miskin jika diterapkan maka tujuan hukum tidak akan tercapai,
karena keduanya tidak menjadi masalah bagi seorang penguasa.
Sebaliknya, dengan memberikan hukuman puasa dua bulan
berturut-turut tersebut maka tujuan hukum dapat tercapai.

Validitas Maslahah Mursalah dalam
Polemik

Istisldh merupakan suatu konsep pemikiran
hukum Islam yang menjadikan maslahah
(kepentingan atau kebutuhan manusia) yang
sifatnya tidak terikat (mursalah) menjadi
sumber hukum sekunder. Sehingga konsep
ini lebih dikenal dengan istislih atau maslahah

mursalah atau al-masilih al-mursalah.

Dalam realitas historis, perlu disadari
bahwa munculnya pelbagai ijtihad, di
antaranya metode maslahah mursalah,
berangkat dari adanya persentuhan antara
ajaran Islam di satu pihak dengan realitas
sosial di pihak lain. Artinya, realitas sosial
dengan problematikanya yang semakin
kompleks tidak semuanya ter-cover dan
termakeub dalam 7ash (Alquran dan Sunnah),
sehingga perlu dicarikan langkah-langkah
konkrit untuk mengatasi hal tersebut.

Atas dasar itulah sejak dahulu sampai era
post-modern ini, kalangan pemikir hukum
Islam, baik ortodoks maupun kelompok
modernis, mencari dalam tradisi Islam suatu
prinsip (metode-teori) yang dapat membantu
mereka dalam mengatasi problematika
masyarakat, terutama terhadap kasus yang
belum ditetapkan hukumnya atau terhadap
suatu hukum yang tidak dapat diterapkan
dalam kasus lain karena tidak ditemukan
persamaan illah (ratio legis).

Sejak itu para ulama-ulama—terutama
para teoritis hukum Islam—berupaya dengan
sekuat tenaga dan sungguh-sungguh me-
netapkan metode dan teori komprehensif,
agar persoalan umat dapat diatasi dan hukum
Islam senantiasa mendapat tempat di hati
segenap komunitasnya. Salah satu metode
yang ditemukan itu adalah metode maslabpah
mursalah, sebagai landasan teoritis mengatasi
masalah hukum dengan mengedepankan
kemaslahatan manusia dan menepis ke-
mudaratan yang akan ditimbulkannya.

Konsep penalaran (maslabah mursalah)
ini -dalam perspektif historis- untuk pertama
kalinya dimunculkan dan dikembangkan
dalam aliran pemikiran hukum Islam
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penganut Mazhab Maliki.*> Pengembangan
metode ini dilakukan karena tidak adanya
dalil yang memberikan legitimasi dan
justifikasi tentang diterima atau ditolaknya
penerapan metode ini. Ditambah lagi, pola
penerapan maslabah mursalah yang hanya
didasarkan pada penalaran logika atau rasio,
berimplikasi pada munculnya sikap pro-
kontra di kalangan intelektual hukum Islam
tentang eksistensi dan kapasitasnya sebagai
metode dalam melakukan #stinbdr hukum
atau sebagai dalil hukum.

Di samping kelompok Mailikiyyah,
kelompok lainnya yang ikut mendukung
maslabah mursalah sebagai dalil hukum
adalah kelompok Hanabilah.** Sedangkan
yang menolak maslahah mursalah adalah
Imim Syafi’i, Hanafiyyah dan kelompok
Zahiriyyah.** Namun yang tegas-tegas
menolak maslahah mursalah adalah kelompok
Zahiriyyah, yang terkenal sebagai kelompok
skripturalisme Islam. Paham tekstualisnya
menafikan dan menolak semua pendekatan
dan pelembagaan hukum dengan jalan
penalaran (kontekstual).

Meskipun mayoritas ulama menyatakan
menolak, namun mereka tetap secara
ceksplisit menerapkan maslahah mursalah,
dan dengan prinsip kerja yang relatif sama
mereka memasukkan dalam metode atau
dalil lain, seperti dalam qiyas atau #stibsin.

Ab( Hanifah dan kelompok Hanafiyyah

misalnya, meskipun tidak mengakui

eksistensi maslabah mursalab, tetapi mereka
menerapkan istibsdn, yang salah satu
bagiannya adalah istibsin bi al-maslahir.®

3 Ali Yafie, “Konsep Istihsan Istihsin, Istislah, Istishab
dan Maslahit al-Ammah”, h. 365; Bandingkan dengan Joseph
Schacht, An Introduction to Islamic Law ,(London: Oxford
University Press, 1971), h. 61.

¥ Nasrun Rusli, Konsep Ijtibad al-Syaukani: Relevansinya
bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana
IImu, 1999), h. 238; Bandingkan dengan ‘Abd al-Karim Zaid4n,
al-Wijiz fi ushiil al-figh...h. 238.

% Nasrun Rusli, Konsep [jtihad al-Syaukani: Relevansinya
bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia, h. 238.

3 Istihsén bi al-maslahir adalah istibsin yang didasarkan
pada kemaslahatan dalam pelbagai tingkatannya. Sehingga
metode ini tidak terlepas dari pembicaraan kemaslahatan.

Kemudian Imim Syafi'i pun menerapkan
prinsip kerja maslahah mursalah dalam
metode qiyas (analogi), khususnya dalam
pembicaraan tentang masilik al-‘illah.>®

Sedangkan kelompok Sy{’ah dalam
melakukan istinbir hukum (legal theory)
tidak menggunakan maslahah mursalah
sebagai salah satu dalil atau sumber hukum.
Mereka tergolong kelompok yang secara tegas
menolak metode ini. Hanya saja, mereka
menggunakan a/-aql (akal, logika) sebagai
sumber (dalil) hukum keempat (di samping
Alquran, Sunnah dan ijmak). Sedangkan
untuk dalil fzgqahi mereka polarisasi lagi
menjadi empat bagian (kategori), yaitu a/-
istishdb, al-bard’ab, al-ibtiyit dan al-takhyir.y’

Sebagimana halnya kalangan ulama
yang menerima maslahah mursalah sebagai
dalil hukum, kelompok yang menolak pun
memberikan argumentasi untuk mendukung
statement dan paham yang mereka anut.
Adapun argumentasi yang mereka kemuka-
kan, sebagaimana yang dikutip Zaki al-Din
Sya’ban;*®
1. Allah Swt. sebagai Legislator, menolak

sebagian maslapah dan menerima sebagian

Kemaslahatan di sini bisa didasarkan pada nash dan bisa juga
dari hasil ijtihad dalam mengidentifikasi jenis kemaslahatan,
sekaligus menentukan peringkatnya. Sehingga istibsin yang
berasal dari ijtihad ini dalam tataran praktis tidak berbeda dengan
konsep dan metode maslahah mursalah. Lihat Faturrahman
Djamil, Metode ljtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta:
Logos Publishing House, 1995), h. 52.

3 Masélik al-illah (penetapan ratio legis) dilakukan dengan
beberapa cara, di antaranya dengan cara al-mundsabah, yaitu me-
nentukan apa yang paling pantas dan sesuai dalam pelembagaan
hukum. 7/t dan sifat pelembagaan hukum itu didasarkan pada
sesuatu yang dapat menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan
kemudaratan bagi manusia. Lihat al-Subki, a/-Ibhdj fi Syarh al-
Minhaj, jilid TII, (BeirGt: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1984), h.
54. Sebagaimana dipahami bahwa ‘iah terbagi dua, yaitu llah
mansisér dan lah mustanbatit. Sedangkan mundsabah termasuk
kategori Uah mustanbatit, yaitu llah yang sama sckali tidak
dijelaskan 7ash dan diperoleh melalui istinbdr dengan melihat
pelbagai indikator atau kemungkinan yang berkaitan dengan
penetapan hukum. Untuk informasi lebih lanjut lihat Mustafa
Syalabi, 7alil al-Abkim, (BayrGt: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah,
1981), h. 64-5.

37 Al-fagqahi merupakan dalil hukum yang dipakai sebagai
sumber hukum zdhiri. Lihat Asymuni Abdurrachman, Usi/
Figh Syiah Imdmiyyah, (Yogyakarta: DUA-A, 1997), h. 14.

3% Zaki al-Din Sya'ban, Usil al-Figh al-Islimi , h. 176-8;
Bandingkan dengan ‘Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usil al-
Figh,h. 239-40.



Mohammad Rusfi: Validitas Maslabat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum |71

yang lainnya. Sementara maslabhah
mursalah merupakan sesuatu yang masih
meragukan (wahm). Sebab, boleh jadi
maslabah mursalah diterima atau ditolak
keberadaannya oleh Legislator (Sydri).
Oleh sebab itu, maslabah mursalah tidak
dapat dijadikan dalil hukum independen
yang mengikat dalam istinbairt;

2. Sesungguhnya menggunakan maslabah
mursalah dalam istinbir adalah me-
nempuh jalan berdasarkan ego dan
hawa nafsu, dan hal ini tentu saja tidak
dibenarkan dalam Islam. Hukum Islam,
harus steril dari pengaruh dan dominasi
hawa nafsu, karena ditetapkan untuk
kepentingan seluruh umat manusia,
bukan untuk orang-perorang ataupun
kelompok tertentu saja;

3. Menggunakan maslahah mursalah
berimplikasi kepada munculnya per-
bedaan hukum, disebabkan oleh
perbedaan zaman dan lingkungan.
Karena kemaslahatan tersebut akan
senantiasa berubah seiring dengan
perubahan zaman dan situasi, tentu hal
ini akan menghilangkan fungsi syarf’at
yang universal dan nilainya berlaku
sepanjang zaman dan dalam kondisi
bagaimanapun.

Amir Syarifuddin, dalam bukunya //mu
Usil Figh, jilid II menambahkan;*

1. Bila suatu maslahah terdapat petunjuk
nas (Alquran dan Sunnah) yang mem-
benarkannya (mutabarah) maka ia telah
termasuk dalam umumnya qiyés. Jika
tidak terdapat petunjuk syarz’ maka tidak
mungkin disebut maslahah. Mengamalkan
sesuatu yang di luar petunjuk syara’ berarti
mengakui kurang lengkapnya Alquran
dan Sunnah. Hal ini juga berarti tidak
mengakui kesempurnaan risalah Nabi Saw.
Padahal Alquran dan Sunnah Nabi telah
menyatakan tentang kesempurnaannya
dan meliputi semua hal;

¥ Amir Syarifuddin, Usi/ Figh, h. 339; Bandingkan
dengan ‘Abd al-Wahhab Khallaf, 7/m Usil al-Figh, h. 87-8.

2. Menggunakan maslahah dalam berijtihad
tanpa berpegang pada nash (Alquran dan
Sunnah) akan mengakibatkan munculnya
sikap bebas dalam menetapkan hukum
yang dapat mengakibatkan seseorang
teraniaya atas nama hukum. Hal itu
menyalahi prinsip penetapan hukum
dalam Islam, yaitu tidak boleh merusak,
juga tidak ada yang dirusak;

3. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan
maslahah yang tidak memperoleh
dukungan #nash, akan memberi ke-
mungkinan berubahnya hukum dengan
alasan berubahnya waktu dan berbedanya
lokasi berlakunya hukum, juga karena
berbedanya antara pribadi seseorang
dengan orang lain. Dalam keadaan
demikian tidak akan ada kepastian
hukum. Hal ini tidak sejalan dengan
prinsip hukum syara’ yang universal,
lestari dan meliputi komunitas Islam
secara menyeluruh.

Kontroversi yang muncul seputar validitas
maslahah mursalah sebagai salah satu sumber
hukum, jika diteliti secara cermat, ternyata
tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil.
Tetapi karena kurang lengkapnya pemahaman
mereka terhadap konsepsi dan demarkasi
yang diterapkan oleh mereka yang menerima
dan menerapkan maslabah mursalah, sehingga
langkah yang harus ditempuh adalah

konfirmasi dan kompromi.

Hal ini dapat diamati, pada kelompok
yang menerima, yang ternyata tidak me-
nerimanya secara mutlak, tetapi dibarengi
dengan persyaratan-persyaratan dan kriteria-
kriteria yang cukup berat. Semua dilakukan
sebagai wujud kehati-hatian mereka dalam
menetapkan hukum yang validitas dan
otentisitasnya belum ditetapkan oleh
Legislator.

Sementara itu kelompok yang menolak,
ternyata lebih didasarkan pada sikap ke-
khawatiran dan kehati-hatian terhadap
kemungkinan tergelincirnya mereka dalam
kesalahan dan kekeliruan jika sampai
menetapkan hukum yang hanya didasarkan
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pada pandangan spekulatif karena sikap ego
dan menurutkan hawa nafsu semata, dengan
menegasikan pertimbangan yuridis lainnya
yang lebih valid dan legitimate. Namun,
jika kekhawatiran ini dapat dieliminasikan,
mereka juga akan menggunakan maslabah
mursalah dalam menyelesaikan pelbagai
problematika melalui ijtihad.

‘Abd al-Wahhab Khallaf dalam me-
nyikapi kontroversi ini lebih memilih
kelompok pertama atau yang menerima
maslabah mursalah sebagai dalil hukum.*
Lebih lanjut dia berpendapat bahwa jika
jalan ini tidak dibuka niscaya hukum Islam
akan kaku dan mandeg, karena akan sulit
—kalau tidak dapat dikatakan tidak mampu-
mengikuti dan merespon perubahan situasi
dan kondisi masyarakat dan lingkungannya.*!

‘Abd al-Wahhab Khallaf juga tidak
sepakat dengan pandangan yang mengata-
kan bahwa kemaslahatan selalu dipelihara
syara’ di segala situasi dan kondisi, sekaligus
telah disyarf’atkan dalam nash (Alquran dan
Sunnah) dan prinsip-prinsip dasar lain-
nya, terhadap segala sesuatu yang relevan.
Berdasarkan analisis kenyataan-faktual tidak
dapat dipungkiri bahwa kemaslahatan yang
tidak memperoleh legalitas syara’ tentang
validitasnya sangat tinggi prosentase-
nya. Sedangkan kekhawatiran munculnya
pelembagaan hukum berdasarkan hawa nafsu,
disebabkan kemaslahatan yang tidak terikat
(mutlak) dan bebas (liberal) dapat dieliminir
dan dieliminasikan. Kemaslahatan yang
tidak dinyatakan validitasnya secara tekstual
oleh nash (Alquran dan Sunnah)—yang
selanjutnya disebut maslahah mursalah—
tidak diterapkan, kalau tidak memenuhi
kriteri-kriteria atau persyaratan yang telah
ditentukan, yaitu kemaslahatan itu harus
hakiki, universal dan tidak menyalahi nash
syar’i dan prinsip-prinsip dasar pelembagaan
hukum Islam lainnya.*

% Abd al-Wahhab Khallaf, Z/m Usil al- Figh, h. 88.
# Abd al-Wahhab Khallaf, /lm Usil al- Figh, h. 88.
2 Abd al-Wahhab Khallaf, 7/m Usil al- Figh, h. 88.

Untuk itu, Zaki al-Din Sya’ban,* me-
mandang bahwa maslabah mursalah me-
rupakan salah satu dasar penetapan hukum
Islam yang penting dan signifikan yang
memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai
kebajikan jika para ahli mampu mencermati
secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu
syariat.

Zakariy4 al-Biri* menambahkan bahwa
berpegang pada maslahah mursalah tidak
akan menghilangkan kesempurnaan syari’at,
tetapi sebaliknya justeru merealisasikan
kesempurnaan tersebut dan menerapkannya
bagi kepentingan manusia secara keseluruhan
(universal), meskipun mereka berada pada
lingkungan paling beragam dan lingkungan
yang saling berbeda antara yang satu dengan
yang lainnya.

Penutup

Memperhatiakan uraian di atas, dapat di-
simpulkan bahwa sangat banyak persoalan
yang mengandung kemaslahatan dan me-
rupakan kebutuhan manusia dalam mem-
bangun kehidupan mereka. Tetapi setelah
diteliti dalam nash (Alquran dan Sunnah),
tidak ditemukan satu dalil pun yang
memberikan legitimasi, menjustifikasi,
ataupun yang menolaknya. Untuk mengatasi
persoalan ini diterapkanlah prinsip
kemaslahatan-dalam konteks wmaslabah
mursalah, sebagaimana yang juga telah
diterapkan oleh kalangan ulama klasik
(ortodoks) maupun ulama modern dan
kontemporer.

Sebagai contoh adalah pembuatan penjara
yang tidak terdapat dalam Alquran dan tidak
pernah dipraktikkan di masa Rasulullah, baik
untuk memberikan justifikasi (membenarkan)
maupun yang melarangnya. Tatkala situasi
dan kondisi kemudian menghendaki, dengan
kemaslahatannya yang dapat diprediksikan,
sudah selayaknya hukum Islam dapat

 Zaki al-Din Syaban, al-Figh al-Islimi, h. 179.
“ ZakariyA al-Biri, Masidir al-Abkim  al-Islamiyyih,
(Kairo: Dar al-Ittihad, 1973), h. 133.
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mengakomodirnya, kalau memang sangat
dibutuhkan manusia. Atas dasar itulah
Umar ibn Khattab, untuk pertama kali me-
lembagakan lembaga tersebut.

Walaupun begitu, batas teritorial,
lingkup dan cakupan maslabah mursalah
harus jelas dan tegas, yaitu tidak sampai
menembus batas-batas dan ruang lingkup
persoalan ibadat atau tauhid. Terhadap
persoalan yang masuk lingkup ibadat telah
disepakati ulama bahwa kita harus bersikap
taabbudi dan tauqifi, artinya kita harus
bersikap taken for granted sesuai dengan
petunjuk dan tuntunan nash (Alquran dan
Sunnah). Sehingga campur tangan akal
(rasio) tidak dapat diterima, karena akal
tidak mampu menjangkaunya.

Sedangkan di luar masalah ibadat,
meskipun di antaranya masih ada yang
belum diketahui alasan hukumnya, pada
umumnya bersifat reasonable (ta'aqquli)
atau rasional. Oleh sebab itu, dapat di-
berlakukan tata nilai dalam menentukan
baik-buruknya, sehingga intervensi akal
memperoleh justifikasi-kalau tidak dapat
dikatakan diharuskan atau diwajibkan.
Dengan demikian pemberlakuan mashalibul
mursalah sebagai sumber hukum Islam
dapat dikatakan valid untuk diterapkan.
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